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1 |INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

2 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

3 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

4 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018
5 |TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS|, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERIA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
7 |PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
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NOMOR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDAUAN PENDUDUK DAN

NO. REVISI/TERBITAN

DARI BAGIAN HUKUM

POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA

TINGKAT KOTA

KELUARGA BERENCANA TANGGAZBERLAKY
SOP PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA) HALAMAN
s PELAKSANAAN .
PELAKSANA KAS! KABID KADIS BAGIAN HUKUM KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT
PENGUSULAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT 3 JAMIWALIKOTA TENTANG POK.A DAN
TINGKAT KOTA FOCAL POINT TINGKAT KOTA
o SURAT IEDURISAR . DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DRAFT SURAT KEPUTUSAN
2,32;; m’ow g ﬂmg ',&];iNTANG w TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT | 3 JAM|WALIKOTA TENTANG POKJA DAN
KOTA FOCAL POINT TINGKAT KOTA
MENGAJUKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN R DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA DRAFT SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT | 24 JAM|WALIKOTA TENTANG POKJA DAN
TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM KOTA FOCAL POINT TINGKAT KOTA
KOREXS! DRAFT DAN PROSES PENETAPAN SURAT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN = O TN 80 JAM|TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT
POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA
FOCAL POINT TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM TINGKAT KOTA
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
SURAT KEPUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA DINAS SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG 3 JAM|TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT

PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN KE BIDANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG
POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA

JAM|TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT

TINGKAT KOTA

PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN KE POKJA
DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG
POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA
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